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WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR (A TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL SERAI SERUMPUN

KELAS A PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA DUMAI,

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau’ kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah
Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A pada Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



Menetapkan

6. Peraturan Menten Dalam Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 294);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

9. Peraturan Dacrah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Dumai
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai (Berita
Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 12 Seri D).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH PERLINDUNGAN- SOSIAL_ SERAI
SERUMPUN KELAS A PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA DUMAI

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai
5S. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kota Dumai.
6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Dumai.
8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun

Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT Rumah Perlindungan Sosial
Serai Serumpun Kelas A adalah unit pelaksana teknis rumah
perlindungan sosial kelas A pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Dumai yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional pelayanan dan_ rehabiltasi sosial bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial.



9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai
Serumpun Kelas A pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Dumai.

10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata
Usaha UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A
pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

11, Jabatan Fungsional adalah sekolompok Jabatan yang berisi fungsi
dan tugas. berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Pelaksana Urusan adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai
Serumpun Kelas A_ berdasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu.

14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat PPKS
adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak
dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan
pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik
jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

(2) UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A dipimpin
oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian
dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi terhadap pemerlu
pelayanan kesejahteraan sosial serta pemeliharaan sarana dan
prasarana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien untuk
mewujudkan penyelenggaraan pelayanaan masyarakat yang baik.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A
menyelenggarakan fungsi:



a. penyusunan program kerja UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai
Serumpun Kelas A;

b. perumusan kebijakan teknis UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai
Serumpun Kelas A;

c. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi pada UPT Rumah
Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;

d. penyelenggaraan pembinaan fisik, mental, sosial dan keterampilan
pada UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;

e. penyelenggaraan pusat informasi dan penjangkauan pelayanan
rumah perlindungan sosial;

f. pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung operasional
UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;

g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan operasional pelayanan dan rehabilitasi UPT Rumah
Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1)Susunan organisasi UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai
Serumpun KelasA terdiri dari:
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

A

(2) Bagan susunan organisasi UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai
Serumpun Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas membantu’ Kepala Dinas’ Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang
menjadi kewenangannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam, Pasal
5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam
melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan lingkup UPT Rumah Perlindungan
Sosial Serai Serumpun Kelas A.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:



a. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,
penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional
prosedur;

c. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada
UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A;

d. melaksanakan koordinasi penyusunan analisis jabatan,
analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan
pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
melaksanakan penyusunan’ kebutuhan, pemeliharaan
Sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

g. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata
Usaha:

h. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
i. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

kegiatan UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas
A;

j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai
dengan bidang tugasnya.

e.
f.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5S ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam
melaksanakan tugas pelayanan dan rehabilitasi berdasarkan
keterampilan, keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan
fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta membantu Kepala UPT sesuai_ keahlian,
keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata
Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar
unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

(2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha
melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB VI
ESELONISASI

Pasal 10

(1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural
Eselon IV.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau
Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi UPT Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A pada
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal {| Oktober 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal [(t Oktober 2023

SEKRETARI H KOTA DUMAI,

NDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 8 SERID



LA
M
PI
RA

N
PE

RA
IU
RA

N
W
AL
I
KO

TA
D
U
M
AI

N
O
M
O
R
¢q

TA
H
U
N

20
23

TE
N
TA

N
G

KE
D
U
D
U
KA

N
,

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
IS
AS

I,
TU

G
AS

D
AN

FU
N
G
SI

SE
RT

A
TA

TA
KE

RJ
A

U
N
IT

PE
LA
KS
AN

A
TE
RN

IS
RU

M
AH

PE
RL
IN
D
U
N
G
AN

SO
SI
AL

SE
RA

I
SE
RU

M
PU

N
KE

LA
S

A
PA

D
A

D
IN
AS

SO
SI
AL

D
AN

PE
M
BE

RD
AY

AA
N

M
AS

YA
RA

KA
T
KO

TA
D
U
M
AI

BA
G
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
IS
AS

I
U
N
IT

PE
LA
KS
AN

A
TE
KN

IS
RU

M
AH

PE
RL
IN
D
U
N
G
AN

SO
SI
AL

SE
RA

I
SE
RU

M
PU

N
KE

LA
S
A

PA
D
A
D
IN
AS

SO
SI
AL

D
AN

PE
M
BE

RD
AY

AA
N

M
AS

YA
RA

KA
T
KO

TA
D
U
M
AI

W
LI

KO
TA

D
U
M
AI
,

PA
IS
AL

KE
PA

LA
U
N
IT

PE
LA
KS
AN

A
TE
KN

IS

KE
LO

M
PO

K
JA
BA

TA
N

FU
N
G
SI
O
N
AL

KE
PA

LA
SU

BB
AG

IA
N
TA

TA
U
SA

H
A


